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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagi kita (Indonesia),dapat dikatakan berhadapan dengan persoalan 

otonomi daerah bukanlah suatu hal yang barn lagi. Sejak Proklamasi 

Kemerdckaan, para pendiri negara ini telah berketetapan hati untuk 

menyelenggarakan sistem desentralisasi yang diwujudkan dalam konsep otonomi 

daerah pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia ( dalam bingkai 

negara kesatuan). Telah banyak aturan penmdang-undangan yang telah kita lalui 

hingga UU Nomor : 5 Talmn 1974 sampai dengan terbitnya UU Nomor : 22 

Tahtu1 1999 dan UU Nomor 25 Tahun l 999 yang terbaru dan sedang kita 

selenggarakan saat ini. 

Lmnrah kita katakan perubal1an atau pergantian dari satu UU kepada UU 

yang berikut hingga pada UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 ini dilakukan 

adalah dalam upaya mencari suatu konsep yang lebih tepat, terutama pada masa 

akhir-akhir ini dimana tuotutan daerah-daerah yang begitu besar menginginkan 

agar hubungan pusat daerah itu dapat diatur lebih proporsional. 

Di atas kertas kita mencoba mernahami bahwa UU No.2211999 dan UU 

No.2511999 yang telah kita implementasikan sejak I Januari 2001 yang lalu 

rnewujudkan suatu karakter UU tentang otonomi daerah yang relatif lebih baik 

ketimbang dengan UU sebelumnya terutama UU No.5/1974. Namun scbagaimana 

dinyatakan di atas bahwa suatu kebijakan (UU) dibuat dengan baik adalah barn 

hanya tahap awal dari rangkaian kegiatan suatu proses kebijakan. Akan tetapi 

snatu kebijakan yang dinrmuskan dengan baik, paling tidak kita sudah dapat 

memal1ami kebaikan-kebaikan,peluang-peluang yang dapat diharapkan maupun 

tantangan-tantangan yang bakal dihadapi daripada kebijakan tersebut. 

Demikian dengan konsep UU Otonomi 22/1999 dan 25/1999, dalam hal 

ini kita dapat mencatat beberapa peluang yang dapat diperoleh atas kewenangan 

otonomi yang dimaksud : 
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)~ ( \._ ... -------- . -
1) Dimensi Mengatur dan mengurusi urusan rumah tangga sendiri tan_ (~:;;.Pllf ~. ·~ -~:~'\ 

, •.JI l . .:..> , ' ~,.'\ 
.: ...... l.i" . ... ,. •· •. 

tangan pemerintah pusat. &~,~·J .. ~-. ' · : . ~· 

Hal ini dapat men:alisasikan keWltungan keuangan asas desentralisasi: \~1;: :·r~
1

~: :: :: :: 

'-~~~~~ .··;: ~1 I• ~::y. 
a. Penyebaran pengambilan kepuh1san yang tidak hanya berada pada suafif -~ 

tangan apalagi dari pusat begitu mematikan prakarsa lokal pada masa 

orde baru. 

b. Speed pengambilan keputusan, hal ini sangat membantu dalani 

pelayana.n"pelayanan publik yang menghargai variatas lokal. 

c. Keputusan yang lebih realistis. 

d. Efisiensi . 

2) Oimensi mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Wltuk 

kesejahteraan masyarakat walaupun dengan UU yang barn tentang Otonomi 

Daerah (UU No.22/1999 dan UU No.25/1999) tidak berkorelasi langsung 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semasa UU 

No.5/1974 dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan daerah berotonomi, 

namun dalam bubungan pusat daerah khususnya dalam hubungan keuangan 

Pusat daerah seperti yru1g diatur dalam UU No.25/1999, relatif sudah lebih 

proporsional tentunya akan lebih menigkatkan kualitas dan kuantitas APBD. 

Kalan kita libat sumber keuangan daerah khususnya di Kabupaten/Kota : 

1. PAD d~ulnmg oleh UU No.18/1997 jo. UU No.34/2001 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

2. Dana Pe1imbmigan : 

a. Bagi hasil pajak, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sumber 

daya alam. 

b. Dana Alokasi Ummn. 

c. Dana Alokasi Klmsus. 
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3. Pinjama.n daerah . 

Dari gambaran di atas, keuangan daerah jelas akan nyata dirasakan 

walaupLm pada start awal ini, di , sana-sini masib ada/banyak perhitungan­

perhih.mgan yang kurang terutama dalam penentuan DAU per Kabupaten/Kota, 

yang barangkali k1~ depan masih dapat diperbaiki. 

Pada gilirannya kualitas keuangan seperti ini akan sangat berhubungan 

dengan kualitas pengangguran, artinya daernh dapat memanajemeni anggarannya 

secara mandir,!. Sehingga anggaran yang berperan dalam penetapan kepuh.1san 

rnanajcrnen akm1 clapat rnewujudkan pernnannya : 

a. Sebagai alat perencanaan yaitu alat untuk merancang jenis dan jumlah alokasi 

ataupun ke!,riatan-kegiatan lainnya dengan tepat. 

b. Alat pelaksanaan kegiatan sehagai petunjuk dan pedoman. 

c. Alat pengawasan yakni pengenclalian clan penyempurnaan rencana. 

3) Dimensi Kemasyarakatan, yaitu respon dan tanggung jawab masyarakat untuk 

memanfaatkan otonomi hagi keperluan clirinya masing-masing sekaligus 

untuk kemajuan daeral1 dalam bingkai negara kesatuan. Dimensi ini sangat 

sejalan clengan konsep good governance (penyelenggaraan negara yang baik) 

yang dengan sederhana dapat dilihat : 

a. Bagaimana keterandalan kcbijakan yang dibuat oleh pemerintah (daerah) 

yang mcnym1gkut : 

•!• Kesesuaian dengan masyarakat lokal 

•:• Akses masyarakat 

•!• Jarninan mekanisme sebagaimana dinunuskan 

•!• Jaminan hukum 

b.Bagaim1ma hak ekonomi masyarakat menyangkut: 

•!• Apa ukuran yang dipergunakan nntuk kemajuan 

•!• Siapa yang mendapat kemajuan 
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•) Apakah biaya yang dikeluarkan sama dengan utilitas 

c.Hak Politik, apakah masyarakat lokal : 

I ' !l ""!!!!!!!! !! !!!!!l !!l!l! !!! !! l l!! !! !! !! !! l!l l!!!!! !!! l!!! ll !l ll !!l l!!! ll!! !! !! !!! ll!l l!! ll!!! ll l 

•!• Memiliki kekuatan untuk berunding atau menolak proyek program 

pembangunan yang nyata memgikan'mereka 

•!• Apakah jelas mekanisme yang mengontrol pelanggaran wewenang 

oleh aparat lokal 

•!• Barangkali organisasi yang independen akan lebih baik melakukan 

peran ini, apakah penyangupan,LSM sudah diberi tempat yang 

proporsional 

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa disamping peluang-peluang yang 

dapat diperoleh dari otonomi, sekaligus berotonomi itu akan membawa berbagai 

tantangan. Pada saat ini dengan diperkenalkannya UU No.22 dan 25/1999 hingga 

sudah mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 lalu, ada beberapa pengalaman 

daerah yang dapat dicatat : 

a. Distribusi kewenangan 

b. PAD masih kecil 

c. Kelembagaan belum mencenninkan beban tugas sehingga kurang efisien 

d. Partisipasi masyarakat yang masih tersurnbat 

e. Persaingan antar daerah dan lain-lain 

Barangka1i hal-hal tersebut masih w'liar S'lia dapat terjadi apalagi dalam 

stmt awal implementasi otonomi darah dengan pradigma yang baru. Akan tetapi 

perlu diperhahkan dalam start awal ini juga konsep-konsep reinventing 

iovernmenl dari David Osborne termasuk : 

a. Meningkatkan kemampuan SDM 

b. Pemangkasan birokrasi 

c. Pernbaharuan ataupnn perorientasi peraturan-peraturan 

d. Menjaiing dan menjalin kerjasama dengan pengusaha 
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e. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berusaha 

f. Meningkatkan promosi 

Pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam lingkup negara kesatuan. 

Guna pembiayaan penyelenggaraan tugas·tugas pemerintahan, Pemeri.ntah 

Daerah memerlukan sumber·sumber keuangan. 

Sasaran penelitian ini terarab kepada masalah pentingnya sumber 

keuangan daerah yang mernpakan faktor esensial dalam mengukur tingkat 

kemampuan claerah melaksanakannya otonominya. Salah satu kriteria penting 

untuk mengetalmi secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri adalah kemampuan self·supporting dalam bidang 

keuangan. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapajauh daerah 

dapat menggali dan mengembangkan sumber·sumber keuangan sendiri guna 

membiayai kebutuhannya tanpa hams selalu menggantungkan diri pada bantuan 

dan atau subsidi pemerintah pusat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UU No.22 Talnm 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah merupakan elemen yang sangat penting rudalam 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Kabupaten/Kota. Di dalam 

pelaksanaannya, masih perlu digali dan dikembangkan lmtuk meningkatkan 

jumlal1 penerimaan daerah; sehingga ketergantungan keuangan kepada pusat 

dapat semakin berkurang. 
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BAB II 

PERSEKTIF OTONOMI DAERAH 

Sebelum berlakunya UU No. 22 Talmn 1999 tentang Otonomi Daerah dan 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, 

pemerintahan yang menganut sistem sentralistik, penyelenggaraan pemerintahan 

daerab dilakukan berdasarkan UU No.5 Talnm 1974 tentang Pokok~Pokok 

Pemerintahan di daerah. Implementasinya setelah beberapa tahun dilaksanakan, 

khususnya yang mengatur tentang Pajak dan restribusi daerah dengan UU Nomor 

18 Tahilll 1997 tentang Pqjak dan resribusi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dibatasi untuk me:nambahjenis pungutan, baik pqjak maupm1 restribusi daerah. 

Setelah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 

dan No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah, maka diterbitkan 

pnla UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 

1997 Tentang Pajak daerah dan, restribusi daerah, dimana dengan asas 

desentralisasi tersebut telah membe1ikan kewenangan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dapat menarnbah jenis pungutannya, baik dalam bentuk p<rjak 

maupun restribusi dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan yang 

clitetapkan untuk itu . Namun dernikian, dalam pelaksanaannya selama satu tahun 

otonomi daerah , ditemukan dampak utama clan tambahan dalam pelaksanannya. 

Dengan penerapan. UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 di atas, maka 

sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi pemerintahan yang 

bersifat desentralisasi yang mengandung prinsip-prinsip w1tuk mengatur dan 

n1engurns kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pernndang-undangan 

namun penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ramlan Snrbakti (2000:29) menekankan bahwa UU No.22 Tahun 1999 

membawa perubahan asas pemerintahan dalam hal: 
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1. Dari pembagian kerja kepada pembagian kekuasaan 

(division of power) 

2. Dari otonomi administrasi ( otonom dalam melaksanakan 

kebijakan Pemerintah Pusat) kepada otonomi politik (dalam 

membuat dan melaksanakan kebijakan dalam lingkup 

kewenangannya sesuai karakteristik dan kemampuan 

daerah) 

3. Kemampuan keuangan daerah mengikuti jenis dan jumlah 

tugas dan kewenangan yang diberikan kepada daerah 

otonom (money follows function) 

4. Dari unifonnitas menjadi pluralisme daerah otonom 

(berbeda jenis daerah otonom karena masing-masing jenis 

memiliki li:ngkup kewenangan yang berbeda:propinsi bukan 

bawahan pusat, Kabupaten/Kota bukan bawahan Propinsi, 

desa btikan bawahan Kabupaten) 

5. Uniformitas dalam urusan dan kewenangan menjadi 

pluralisme otonomi daerah (selain sejumlah per~amaan 

setiap daerah otonom memiliki lingkup kewenangan yang 

berbeda). 

6. Diterapkannya prinsip no mandating without funding (tugas 

pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah Kabupaten/Kota dan desa hams descrtai 

personil, keuangan, dan sarana fisik lainnya) 

7. Kabupaten/Kota yang otonom hanya menyelenggarakan 

asas desentralisasi namun Propinsi masih 

menyelenggarakan asas dekonsentrasi ( daerah otonom dan 

wilayah adminstratit) 

8. Pengawasan preventif dan represif menjadi pengawasan 

supremasi hukum". 
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Konskuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah setiap daerah 

otonom hams mengupayakan peroJehan dana untuk pembiayaru1 penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu sumber pendrurnan penyelenggara pemerintahan adalah 

bersnmber dari berbagai jenis pajak clan restribusi daerah. Karena itu 1mtuk 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota seharusnya 

berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, salah 

satu diantaranya adalah dari pajak dan restribusi daerah berdasarkan dan 

ketentuan yang ada. 

Tentang pentingnya menggali sumber keuangan daerah dalam rangka upaya 

memantapkan otonorni daerah, Rondinelli dalam bukunya yang berjudul 

Decentralization in Developng Countries : A Riview of Recent Experience, 

mengatakan : 

"One of the dilemmas of decentralization is that it is central 

government officials who take the initiative, usually under 

pressure from other groups, to decentralize authority. They then, 

all too otlen, negate that authority by refusing to transfer 

financial, administrative, and technical resources to local 

agencies ( Salah satu permasalahan dari desentralisasi adalah 

sc:ntralisasi kekuasaan, dimana inisiatif daerah selalu dibawah 

tekanan mereka. Pemerintah Pusat sela1u mengatur segala ha.1,dan 

mengabaikan kemammpuan daerah dengan mentransfer 

keuangan administrasi dan teknis peneli6an)." (The World Bank, 

1983:69) 

Perbedaan potensi daerah, pemukiman penduduk, dan kebijakan 

merupakan pula penyebab terjadinya ketimpangru1 mengenai tingkat 

perkembangan ekonomi, kesempatan kerja, prasarana, pelayanan umum kepada 

masyarakat, yang akhimya menimbulkan keresahan yang dapat mewujudkan 

keluhan-keluhan, babkan di.mungkinkan akan terjadinya aksi-aksi anarkis dari 

masyara.kat. Persaingan untukamemperoleh sumber dana timbul karena 
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adanya persepsi yang berbeda. Mereka yang kaya akan surnberdaya menuntut 

11nt11k memperoleh lebih banyak clana clari Pemerintah Pusat, sebagaimana 

diungkapkan oleg K.J . Davey : 

"They argue the need for incentive, for incressing \he size of the 

cake, rather than adjusting their share. Poorer regions regard 

themselves as the victims of neglect, starved of the invcsment 

with which they could match others in their productivity and 

innovation (Perdebatan masalah akan kebutuhan subsidi, untuk 

pembagian subsicli yang adil , agar disesuaikan. Daerah yang lebih 

miskin menganggap diri mereka sebagai korban kelalaian, 

kekurangan investasi serta nilai produksi yang rendah, yang 

memungkinkan mereka dapat melakukannya atau mengluu-apkan 

untuk diperlukan secara lebih clengan alasan pemerataan clan 

seternsnya)". (K.J .Davey, 1982:6) 

Para wajib pajak dan retribusi mempunyai kewaj.iban untuk membayar 

dan melunasi pajak dan restribusi daerah yang telah ditetapkan dan telah menjadi 

kewajiban mcreka . Dana tcrscbut akan digunakan/dikembalikan sebagai dana 

pemba.ngrnrnn suat11 daerah dalmn menunjar g dan meningkatkan kesejahteraan 

hidup bagi masyarakat dalam bentuk berbagai pelayanan dan 

pembangunan. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh Para ahli 

misalnya Rochmad Sumitro merumuskan sebagai berikut: 

1. Pajak dipung,ut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang atau 

peraturan hukum lainnya. 

2. Pajak dipung;ut tanpa adanya kontravertasi yang secara langsung dapat 

ditunjuk. 

3. Hasil pungutan pajak digunakan rnenutupi pengeluaran 

4. Pajak disamping sumber keuangan negarajuga berfungsi sebagai reguler. 

Dalam 1m:mahami persoalan pajak ini lebih lanjut haruslah kita bedakan 

antara pajak pusat dan Plliak daerah. Plliak Pusat adalah pajak yang dipungut clan 

diurusi oleh pusat serta diadrninistrasikan pada APBN, sedang 
9 
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pajak daerah adalah pajak yang . dipungut dan diurusi oleh daerah dalam hal ini 

Dinas Penclapatan Daera11 serta diadministrasikan pada APBD. 

Dalam penetapan Pendapatan Ash Daerah sebagaimana clikutip dari 

tul isan Harold Groves dalam btikunya Financial Government, Soepannoko 

mengemukakan adanya prinsip pengenaan pajak yang disebut dengan "Smits' s 

Canons" . (Soeparmoko, 1992:97 ). Prinsip pengenaan pajak ini oleh Santoso 

8roto dihardjo dalam bukunya be1judul Pengantar Ihnu Hukum Pajak disebut 

dengan " Four Maxims"(Santoso Brotoclihardjo, 1987:28). Baik Soepannoko 

maupun Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa keempat prinsip tersebut 

rneliputi : 

L Equity (persamaan dan keadilan) 

2. Certainty (kepastian) 

3. Convenience (kelayakan) 

4. Economy 

Keempat prinsip di atas adalah dalam raugka menilai apakah suatu jenis 

pajak clan retribusi daerah layak atau tidak untnk diberlakukan sebagai p~jak 

daerah . 

Selanjutnya mengenai pengertian pajak daerah dapat kita telusuri dari 

berbagai penclapat ahli sebagai berikut: 

Roclunad S umitro (2000:15) merum uskan pajak daerah sebagai berikut : 

"P~jak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh 

daerah-daerah seperti Propinsi, Kabupaten/Kota". 

Sedangkan Siagian (1999:27) mernmuskannya sebagai : 

"Pajak negara yang diserahka11 kepada daerah dan dinyatakan 

sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang". 

Dari Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

ialah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut 
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bedasarkan peraturan pemndang-undangan yang dipergunakan guna membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum public. Ada.pun ciri-ciri yang melekat 

pada pajak daerah dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

1. Pajak daerah herasa1 dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai 

pajak daerah 

2. Penyerahan dilakkan berdasm'kan Undang-nndang 

3. Pajak ciaerah clipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang atau 

pcarturan huk11rn lainnya. 

4. Hasil pungul<m pajak daerah dipergunakan tmtuk membiayai penyelenggaraan 

urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran 

daerah sebagai badan hukum publik. 

Landasan lrnkum bagi pemungutan p<ijak daerah sebelumnya cliatur pada 

UU No.5/ 1974, sedangkan pacla saat ini UU tersebut telah diganti dengan 

diimplerncntasikannya UU No.22/1999 dan UU No.2511999 St'.jak l .lanuari 2001. 

Lengkapnya hakikat lanclasan perunda.ng-undangan tersebut mencakup hal-hal 

sebagai berikut : 

I. Dengan UU ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentag pajak clan retribusi 

daerah. 

2. Dengan peratman da.erah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah 

3. Pernturan dacrah yang dimaksud berlaku setelah disyahkan okh yang 

berwenang sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. 

4. Pengambilan atau pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah hanya dapat 

dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah. 

Dalam mempertimbangkan suatu jenis pajak dan retribusi daerah layak 

atau tidaknya dibe:rlakukan di suatu daerab, Nick Devas dalam bukunya keuangan 

Pemerintah Daerah di Indonesia menggunakan ukuran sbb: 
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l. Hasil (Yield) : 

a. Memadai tidaknya suatu basil pemungutan pajak dan retribusi daerah 

diukur dcngan berbagai pelayanan yang diberikan kepada umum. 

b. Stabilitas dan mudah tidaknya menentukan atau memperkirakan 

besarnya pene1imaan pajak dan retribusi daerah 

c. Elastisitas hasil pajak dan retribusi daerah terhadap inflasi 

d. Pertnmbuhan penducluk dan sebagainya 

e. Pcrbandingan basil pajak dan retribusi daerah dengan biaya pemungutan 

2. Keaclilan (Equity) : 

a. Ketentuan tentang hak clan kewajiban untu.k membayar p<~iak dan 

retribnsi daerah hams jelas clan pelaksanaannya hams berdasarkan 

peraturan penmdang-unchmgan. 

b. Materi pernndang-undangannya harus adil , baik secara horizontal 

maupun vertikal 

3. Daya guna ekonorni (Economic Efficiensy): 

a. Kebijakan perpajakan clan retribusi daerah hams dapat mendorong di 

bidang ekonomi. scperti penanarnan modal, merangsang tabungan 

masyarakat, dan mendorong terciptanya sumber daya secra efisiensi dan 

sebagainya. 

b. Memperluas kesempatan ke1ja dan mendorong atos ke1:ja dengan 

besamya pajak terntang seimbang dengan penghasilan yang diperoleh 

4. Cocok sebagai smnber penerimaan daerah (Suitability as a Local Re•1enue 

Source): 

a. Tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir 

beban pajak 

b. Pemungutan pajak tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari 

kemampuan administrasi pemungutan pajak. 

Keberhasilan dalam12pemungutan diukur dari basil 
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l. Hasil (Yield) : 

a. Memadai tidaknya suatu hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah 

diukur dengan berbagai pelayanan yang diberikan kepada umum. 

b. Stabilitas dan mudah tidaknya menentukan atau memperkirakan 

besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 

c. Elastisitas hasil pajak dan retribusi daerah terhadap inflasi 

d. Pertumbuhan penducluk clan sebagainya 

e. Pcrbm1dingan hasil pajak dan retribnsi daerah dengan biaya pemungutan 

2. Keadilan (Equity): 

a. Ketentuan. tentang hak dan kewajiban untuk membayar pajak dan 

retribusi daerah harus jelas clan pelaksanaannya harus berdasarkan 

peraturan penmdan g-w1 dan gan. 

b. Materi penmdang-undangannya harus adil , baik secara horizontal 

maupun vertikal 

3. Daya gnna ekonorni (Economic Efficiensy) : 

a. Kebijakan perpajakan dm1 retribusi daerah harus dapat mendorong di 

bidang ckonomi, scperti penanarnan modal, merangsang tabtmgan 

masyarakat, dan rnendorong terciptanya sumber daya secra efisiensi dan 

sebagainya. 

b. Memperluas kesempatan ke1ja dan mendorong atos ke1ja dengan 

besamya pajak terntang seimbang dengan penghasilan yang diperoleh 

4. Cocok sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as a Local Re•1enue 

Source): 

a. Tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir 

beban pajak 

b. Pemungutan pajak tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari 

kemampnan administrasi pemungutan pajak 

Keberhasilan dalam 12 pemungutan diukur dari hasil 
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penerimaannya apakah telah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada 

(Taxable Capacity). Untuk mencapai keberhasilan tersebut ditentukan oleh empat 

faktor penentu atau kunci sukses, yang bila tidak ditangani secara sungguh­

sungguh dan baik akan berbalik menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan 

dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Yang dimaksud deugan 4 (empat) 

faktor penentu kunci sukses tersebut adalah : 

"l.Sistem perpajakan dan retribusi daerah baik yang menyangkut 

perangkat Undang-undang dan peraturan maupun aparat 

pelaksauauya. 

2.Si~;tem Penunjang, misalaya sistem. pembukuan, akuntansi da:n 

profesionalisme. 

3.Faktor-faktor ekstem yang bempa faktor ekonomi, sosial budaya 

dan politik. 

4.Masyarakat, termasuk didalamnya adala11 sistem informasi dalam 

arti seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan (Salamun 

AT l988:XXJ)". 

Perundang··undangan pajak dan retribusi daerah barns memuat materi 

yang mengandung keadilan, tugas dan jelas serta pasti sebagaimana dimaksud 

dengan prinsip kepastian (certainty). Untuk itulall bermacam-macam jenjs pajak 

dan retribusi daerah sebagai hasil pelimpahan tt..>rsebut perlu ditata kembali dau 

disederl1anakan yang dapat menghilangkan kesan tumpang tindih sehingga tidak 

menciptakan kesa11 "momok" bagi masyarakat dalam hal memaudaug pemndang­

undangan p~jak dan retribusi dan daerah. 

Ketetapan tentang batas minimum penghasilan bebas pajak dan retribusi 

daerah berdasarkan tingkat biaya hidup, dan disesuaikan dengan kondisi 

rnasyarakat di daerah itu senditi, sehingga sesuai dengan prinsip ketiga dari Four 

Canonsnya Adam Smith, yaitu "Pajak jaugau sampai terlalu menekan si wajib 

pajak" (Soepannoko, 1992:97) 

Tentang pcntingnya pembalrnruan sistem perpajakau dan retribusi daerah, 

Pengamatan Ni1~k Devas dalam bukunya yang berjudul "Keuaugan 
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Pemerintah Daern11 di Indonesia", menyimpulkan adanya 3 (tiga) tujuan pokok 

yang akan dicapai sebagai basil pernbaharuan tersebut Ketiga tujuan pokok 

tersebut ialah : 

l .Menciptakan peratunm dan perundang-tmdangan perpajak<m dan retribusi 

claerah yang scclerhana, sehingga clapal menghilangkan ekonomi biaya tinggi 

yang selama ini melekatkan sistem perpajakan dan retribnsi daerah yang 

chkenal dengan deadweight burden. 

2.Meningkatkan penerimaan daerah dari sector pajak dan retribusi daerah, 

sebingga tidak bergantung dmi bantnan pusat 

3.Memberi kesempatan kepada daerah melakukan ekstensifikasi clan intensifikasi 

setelab objek pajak da.n retribusi daerah diperluas dengan pelimpahan pajak 

pusat menjadi pajak daerah. 

Dalam perjalanannya UU tentang pajak daerah dan restribusi daerah 

sebagai landasan pengaturan diterhitkannya Undang-Undang Nomor 18 Talmn 

1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang merupakan implementasi 

dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerint;.han di 

Daerah. Sedangkan setelah terbitnya Undang-Undang No.22 Tatum 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Talmn 1999 tentang 

perimbangan· keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka lahirlah 

Undang~Undang yang mengatur Pajak Daerah dan Restribui Daerah yaitu 

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubaha.n atas Undang-Undang No. 

18 Talmn 1997 tentang Pajak Daeral1 dan Restribusi Daerah sebagai penggru1ti 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. 

Sehubw1gm1 dengan hal terebut dalam upaya kita untuk memahami 

persoa1an pajak daerah barang kali kita perlu rnelihat bagaimana pengalaman 

yang telah kita lalui untuk bahru-1 perbru1dingru1 sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat terealisasi secara maksimal me]alui intensifikasi yaitu npaya 

meningkatkan penerimaan dati objek-objek pajak yang telah ditetapkan dru1 

ekstensifikasi yaih1 upaya untuk memperluas basis pajak serta diversifikasj _ 
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Dengan aturan barn melalui UU No.18/1997 Junto UU No.34/2000 maka 

jenis PC\iak daerah Propinsi, ini telah disederhanakan menjadi : 

1. Pajak kenderaan bennotor dan kenderaan di atas air 

2. Bea balik nama kenderaan bem1otor dan kenderaan di atas air 

3. Pajak bahan bakar kenderaan bennotor 

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Scdangkan untuk daerah Kabupaten/Kota pajak daerah terdiri dari : 

. Pajak Hotel 

2.Pajak Restoren 

3 . P~iak Hiburan 

4.Pajak Reklame 

5.Pajak Penerangan Jalan 

6.Pajak Pengarnbilan galian golongan C 

7 .Pajak Parkir 

Dengan UU yang barn ini sebagaimana kewenangan yang diberikan lebih 

luas kepada daerah tentunya dipihak lain juga diikuti dengantanggm1g jawab yang 

lebih besai juga. Terutama bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik 

terhadap masyarakat daerah. Namun demikina sudah barang tentu dalam 

menopang maksud dan tujuan pemberian kewenangan yang lebih besar itu maka 

persoalan keuangan daerah harnslah mendukung walaupun pada saat iui 

persoalan keuangan bukanlah persoalan yang paling utama lagi dalam berotonomi 

dikarenakan aturan desentralisasi fiskal yang sudah semakin proporsional 

ditetapkan dalam hal hubungan hubungan perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999. Barangkali pandangan ini terlalu 

ulopis dapat diterima kalau kita dengan se1ta me1ta memperhatikan tuntutan atas 

dinamika perkembangan masyarakat _Yang tentunya akan lebih dirnuarakan pada 

kualitas, kuantitas pelayanan yang diberikan oleh daerah . Sehubungan 
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dengan hal tersebut maka perhatian terhadap potensi-potensi daerah khususnya 

sektor potensial perlu dikembangkan sebagai sumber penerimaan yang dapat 

mendukung gerak langkah daerah dalmn mengemban fungsi tanggung jawabnya 

dengan lebih baik. 

Suatu pendekatan yang sudah klasik akan tetapi selalu mendominasi 

strat egi pengembangan pendapatan daerah yang digunakan hingga pada saat ini 

yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, walaupun strategi ini dikatakan 

sudah klasik akan tetapi kalau diternpkan dcngan kondisi-kondisi yang lebih baik 

rnaka strategi ini 1etap akan memberikan kontribusi bagi peningkatan sumbangan 

pajak dengan baik. 

Intensifikasi atas pendapatan daerah adalah usaha yang dilakkan secara 

sungguh-sungguh da1m11 bentttk kegiatan, berdasaikan perhitungan rasiona1 yang 

lebih baik untuk meningkatkan pendapatan daerah semak:simal mungkin dari 

potensi-potensi yang sudah ada sebe1umnya. Akan tetapi dalam strategi seperti ini 

perlu dihindaii dampak negatifnya yakni supaya jangai1 dengan strategi ini yang 

ter:j adi seo1ah-o1ah "pernburu yang berburu di dalam kebun binatang" artinya 

menjejali atau semakin mernberatkan beban wajib pajak yang sudali terjaring. 

Seharusnyalah setelah wajib pajak ter:jaring harns diayomi agar mereka tetap 

rnenjadi wajib pa1ak yang sehat dan dapat diharapkan perkembangannya lebih 

baik chkemudian hari . Ekstensifikasi adalah upaya peningkatan penerimaan 

pendapatan daerah dengan upaya memperluas dan menggali sumber-sumber 

penerirnaan barn strategi yang dapat dilakukan ada1ah rnenjaring wajib pajak baru 

yang masih belum terjaring. Diversifikasi adalali upaya memperbai1yak da.n 

memperluas pajak daerah dan retribusi daeuh yang ptmgutairnya bennacain­

macarn sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat diwujudkan 

dengan pembuatan Perda barn Hal ini perlu dilak:ukan agar keadilan dalam 

perwujudan pendapatan daerah dapat dicapai yang sekaligus menumbuh 

kembangkan · potensi pendapatan daerah dalam mendukung setiap prograin­

program pemba11gunan daerah. 

Dilihat daii perkembangan tugas-tugas pemerintahan daerah, dapat 

diperkirakan surnber pendapatan asli tidak akan pernali mencukupi 
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kebutuhan daerah. Bagaimanapun Juga subsidi diperlukan. Dimanapun 

pemerintahan daerah tidak dapat menghindari subsidi . Persoalannya adalah : 

"Bagaimana mengatur sistem subsidi agar tidak menghilangkan kemandi1ian 

berotonorni"?.Dari susdut peraturan penmdang-undangan pernbaharuan hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah ( dalam rangka Undang-undang Perimbangan 

Keuangan), mestinya mencakup: 

a. Penataan :)ecara menyeluruh sumber-surnber Pendapatan Daerah, 

khususnya yang hersangkutan dengan pajak dan retribusi daerah . Upaya 

tambal sulam seperti pcnyerahan seluruh atau sebagian pajak tidak 

rnemadai. Sumber pendapatan daerah hingga saat ini pada dasamya 

meneruskan po la dan jenis pendapatan daerah masa Hindia Belanda. 

h. Pola Subsidi. Meskipun subsidi sebagai sesuatu yang tid<ik dapat dihindari, 

tetapi hams diciptaka.n sistem subsidi yang tidak aka.n melenyapkan 

kemandiriim dacrah . 

Undang-Unclang Nomor 5 Ta.tum 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah lebih bersifat pengaturm1 yang sentralistik clan 

penyeragaman schingga t.idak sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat 

di daerah, gerakan refonnasi di segala hidang yang dipclopori oleh mahasiswa 

serta kuat11ya tuntutan pembaharuan dari masyarakat di daerah, maka 

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan beberapa 

ketentuan sbb: 

l . Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam selumh bidang 

Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negen, 

pettalJanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agarna serta 

kewenangan bidang lain. 

2. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom rnencakup kewenangan 

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kotz., serta 

kewenangan dalam bidang Pemerintahan tertentu lain. 

3. Kewenangan Daerah Kabupaten!Kota mencakup 
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semua kewenangan peme1intah selain kewenangan yang dikecualikan 

dalam Pasal 7 dan yang diatur di Pasal 9. 

4. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, termasuk juga kewenangan 

yang tidak atau belnm dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. 

5. Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan 

dalam bidang pernerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur se]aku 

\Vakil Pemerintah. 

6. Kepada daerah diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

7. Ot onomi penuh beracla di Kabupalen/Kota. 

8. Tidak ada hubung<m hierarkis antar Propinsi dengan Kabupaten/Kota. 

9. Terdapat pernisahan secara tegas antara Badan Eksekntif (Pernerintah 

Dacrah) clan Bdan Legislatif (DPRD). 

Dengan mernperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah 

bcrdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 yang menganut prinsip otonomi yang nyata 

clan bertanggnng jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih mernpakan 

kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

pembe1ian otonomi kepada Kabupaten/Kota didasarkan kepada asas 

desentralisasi saja dalarn wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 

Otonomi yang luas adalah keleluasC1an daerah untuk rnenyelenggarakan 

pemeri11taha11 yang mencakup kewe11a11ga11 semua bidang Pemerintahan kecuali 

kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, perndilan, 

moneter dan fiskaJ , agarna se1ta kewenangcm bidang lainnya. 

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang 

utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendahan, dan evaluasi. 

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan Pernerintahan dibidang tertentu yang sccara nyata ada dan 

diperlukan serta twnbuh, hidup dan berkembang di daerah. 
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Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggung 

jawaban sebagai konskuensi pembe1ian ak dan kewenangan kepada daerah dalam 

wujud tugas dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban 

yang barns dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, 

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kchidupan demokrasi keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan 

hubungan yang serasi antara Pusat dan daerah serta antar daerah dalam raaangka 

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 

SejaJan dari uraian di atas salah satu yang dibahas dalam implementasi 

UU No. 22 Tahun 1999 tersebutadalah terhadap Pendapatan Daerah yaitu dengan 

keluarnya UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaeraJ1 

menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang rnernberikan pedoman kebijakan 

dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan restribusi, 

seka!igus menetapkan pengatnran untuk menjamin penerapan prosedur umum 

perpajakan daerah clan restribusi daerah. 

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan 

Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu 

dijaga agar kebijakan 

tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan 

nasional , pembinaan pajak daerah dila!rnkan secara terpadu dengan pajak 

nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terntama mengenai 

objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling 

melengkapi. 

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah 

ditetapkan dalam Undang-Undang No.34/2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi 

peluang dalam menggali potensi stunber-sumber keuangannya dengan 

menetapkan 3em:; pajak dan retribusi selain ;:ang telah ditetapkan,sepanjang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan : 
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a. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan memptmyai 'rnobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melaya.ni masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan 
I 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

um um 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 

pusat 

e. Potensinya memadai 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 

h. Menjaga kelestarian lingkungan 

Pemberian otonomi kepada daerah adalah dalarn lingkup negara kesatuan. 

Guna pembiayaan penyelenggaraan tugas~tugas pernerintahan, Pemerintah 

Daerah memerlukan sumber-sumber keuangan. Disamping Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dimungkinkan juga dari pajak-pajak negara, penerimaan bukan 

pajak, pinjaman , clan subsidi/banluan. Dalam rangka pe1imbangan keuangan 

Pusat clan keuangan daerab disamping rnempertimbangkan kondisi obyektif 

berbagai wilayah Indonesia dengan potensi-potensi yang berbeda-beda, juga 

diperlukan kecermatan dalam menilai sumber-smnber pendapatan daerah dalam 

hubungannya dengan subsisdi/bantuan Peme1intah Pusat, sehingga lebih baik 

daripada kondisi sekarang ini . Meskipun peningkatan PAD hams tetap 

diupayakan, namun sulit dibayangkan apabila dimaksudkan rnenjadi sumber 

utama pernbiayaan semua daerah di Indonesia. 

Pembangunan otonomi daerah dilaksanakan dengan cara menitikberatkan 

pemberian otonorni kepada Kabnpaten/Kota. Konskunsinya adalah akan semakin 

bertambalmya urusan perne1intahan dan sekaligus menambal1 beabn biaya 

( anggaran) nntu k menyelenggarakan umsan-urusan tersebut. Deng an 
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demikian Dinas Pendapatan Daerah hams marnpu dan menggali dan 

mengembangkan potensi daerah terutama kemampuan keuangan serta peran aktif 

masyarakat. Karena dengan diletakkaunya titik berat otonomi daerah pada 

Peme1intah Kabupaten/Kota berarti beban pembiayaan sl.'._jauh mungkin harus 

ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri. 
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BAB Ill 

DAMPAKUPAYA PENERAPAN UU N0.34 TAHUN 2000 TENTANG 

PA.TAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN DELI 

SERDANG 

A. Dampak Utama Penerapan UU No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Beberapa dampak utama dalam upaya Penerapan UU No. 34 Tahun 2000 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Deli Serdang, adalab: 

a) Integritas organisasi dan personil (aparat daerah) di lingkungan Peme1intah 

Kabupaten Deli Serdang. Hal :lni dapat terbukti dari pemahaman aparat 

daerah terhadap tugas pokok dcm ftmgsi serta sasaran organisasi dan 

keterikatan p~~gawai terhadap organisasi , 

b) Adanya upaya yang maksimal dari Dinas Pendapatan Kabupaten Deli 

Serdang dalarn intensi:fikasi clan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi 

daerah. 

Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 406.336 hektare, yang 

merupakan daeral1 Kabupaten Deli Serdang terluas dan hampir berada di tengab­

tengah di Propinsi Sumatera Utara. Selain luas, wilaya11 Kabupaten Deli Serdang 

juga merupakan areal yang subur clan cukup produktif, karena 68,60% merupakan 

areal pertanahan yang terpakai. 

B. Darnpak Tambahan Upaya Penerapan UU No. 34 tahun 2000 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Deli Serdang 

Bila dibandingkan antara potensi surnber pajak dan retribusi daera11 di 

Kabnpaten Deli Scrdang dengan basil yang telah dicapai, sebenarnya masih dapat 

dioptirnalkan lagi Na.mun demikian, ada beberapa dampa:k tambahan upaya 

penerapan UU NoJ4 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 

Kabupaten Deli Serdang ini , yaitu: 
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a) Sistem informasi dalam perencanaan penerirnaan pajak dan retribusi daerah 

rnasih kurang efektif. 

Ketepatan data dalam perencanaan atau penganggaran peneri:maan pajak 

dan retribusi daenih sangat penting, sebab dengan tingkat aknrasi data yang tinggi 

dapat menjamin nilai keputusan atau perencanaan yang tepat. Data yanl? tepat 

diperoleh dengan tingginya frekuensi penehtian secara menclalam dan luas 

terhadap kondisi se1ia pennasalahan di lapangan. 

b) Penetapm1 Tarif Pc\iak dan Retribusi Daera Kurang Fleksibel Dibandingkan 

Dcngan Pcrkcmbangru1 Pcnducluk clan Pcrturnbuhan Ekonorni 

Sclain penetapatan tarif pqjak daerah itu harus sesuai dan layak ditinjau 

dari segi basil yang diharapkan sebagai swnber Pendapatan Asli Daerah, 

penetapannya pun harus fl eksibel dan mernungkinkan sesuar dengan 

perkembangan ekonomj, kemungkinan inflasi dan pertumbuhan pennduduk. Hal 

itu penting sekah dijadikan sebagai dasar penetapan tarif, karena tanpa adanya 

penyesuaiandalam pen eta pan tari f ~idak menutup kemungkinan ketidaktepan 

suatu pajak ataupun retrnbusi daerah sebagai swnber pembiayaan pernbaugunan. 

c) Pengawasan/pwgendalian terhadap wajib pajak kurang efektif 

Mengenai petaksanaan pengawasan terhadap wajib p~jak, terlihat 

penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menindahkan suarat teguran 

perlu dilaksanakan seca:ra konsisten dan konskuen sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tindakan itu dipandang perlu dalam rangka 

rneningkatkan kesaclaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. 

Pengawasan atau pengendalian terhadap wajib pajak, dalam hal 

pemenuhan pembayarmmya, baik untuk periode tahun berkenaan maupun 

tLm ggakan tahun-tahun yang lalu, mempakan salah satu upaya y<mg dapat 

dilakukan dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, 

dengan cara penelitian administrative terhadap pengembalian surat-surat 

ketetapan pajak. 
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d) Kemampuan/ketrampilan aparatur daerah kurang maksimal 

Kemampuan aparatm daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli 

Serdang kurang maksimal. Hal ini disebabkan masih belum memadainya, baik 

secara k1mntitas dan kualitas pendidikan tennis mengenai pajak sehingga 

pemalrnmannya pun sangat minim. 

e) Masih ada pajak dan retribusi daerah yang potensial tapi belum dapat digali 

dan didayagunakan secara optimal 

Sebagairnana telah diungkapkan terlebih dahulu, bahwa kemampuan 

dacrah di sctiap Kabupaten untuk membiayai belanja daerah rata-rata masih 

relatif kecil, sehingga Pemerintah Pusat dan Propinsi mensubsidi daerah-daearh 

untuk mengurangi kesenjangan antara daerah minus dan plus. Hal ini dapat 

dilakukan m~ngingat Pemerintah Pusat dan Propins1 mempunyai mata pajak y<mg 

sangat potensial, juga pembagaian bagi basil yang sangat besar. 

Hal ternebnt tenhmya mengurangi keleluasaan Pemerintah 

Kabupaten/Kota mendaya!:,>unakan potensinya klmsusnya dalam penerimaan pajak 

daerah. Dengan kata lain bahwa dalam hal ini penitikberatan otonomi daerah pada 

Pemerinta11 Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara mutlak. 

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, dimana daerah diberi 
, 

kewenangan yang lebih untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat 

dimanfaatkan bagi sebesar-besar kernakrnuran masyarakat di wilayalmya. Hal ini 

tentu saja membawa dampak yang berindikasi kepada dampak utama <lan 

dampak tmnbahan (baik positif maupun negatif), seperti berikut ini : 

a. Dampak Utama 

Dengan bfrlakunya UU No.34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi daerah, 

daerah khususnya Kabupaten/Kota diberi kewenangan unhik menggal.i potensj 

yang ada di daentlmya baik berupa pengambilan, pengolahan, serta penggunaan 

Surnber Daya Alam yang ada di daerahnya, maupun yang berbentuk jasa. Tentu 

saja penggalian potensi Sumber Daya Alam ini disesuaikan dengan kondisi di 

daeralmya, serta sumber potensial yang dikandung suatu daerah, seperti di 

Kabupaten Deli Scrdang. 
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Sebelum berlakunya UU No.22 Tahun 1999 yang mengatur Pajak Daerah 

dan Retribusi Dacrah adalah UU No.18 Tahun 1997, dimanajmnlah p~jak untuk 

Kabupaten/Kota 6 (enam) mata pajak, dan 3 (tiga) penggolongan mata retribusi 

daerah. 

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berlakunya UU N0.22 

Tahun 1999, dalarn bal pengelolaan pajak dan retribusi seperti yang diatur dalarn 

UU No.34 Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memanfaatkan 

peluang tersebut nntuk men am bah Pendapatan Ash Daera11 (PAD). Hal ini 

terbukti dengan bertambalmya Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dari 6 

Perda tentang P~ijak dan 30 Perda tentang Retribusi Pada Tahun 1999/2000. 

Sedangkan Pada Tahun 2001 menjadi 10 Perda tentang Pajak Daerah dan 38 

Perda tentang Retribusi. Aspek lain yang dapat dilihat yaitu naiknya penllapatan 

daerah pada Tahun Anggaran 1999/2000 (pada saat berlakunya UU No.18 Tahun 

1997) ya1tu Rp.8.479.260.446,70 untuk pajak, dan Rp.2.111.437.363,27 tmtuk 

retribusi. 

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2001 (pada saat te\ah berlaktmya UU No.34 

Tahun 2000)sebesar Rp.16.130.855.836,33 untukpajak, dan Rp.7 .221.339.136,61 

untuk retribusi. Dimana bi la dipersentasekan, terdapat kenaika:n l 05 % untuk 

pajak, dan 260 % untuk retribusi . 

b. Dampak Tambahan 

Dampak ini dapat kita lihat dari makin bertambah dan bervariasinya 

slm1ber pendapatan daerah, yang tentu s~ja bermuara pada peningkatan 

pendapatan daernh. Ini juga mengindikasikan se1ta menepis anggapan sebahagian 

kalangan bahwa Kabupaten/kota khususnya belum mampu berotonomi, dalam hal 

mengelola dan menggali pendapatan daerah, sehingga sebaiknya Pemerintah 

Kabupaten/Kota cukup disubsidi saja, sedangkan pengelolaannya dipegang dan 

dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pem.erintah Provinsi. Bagaimana 

mungkln Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu, jika tidak dimulai diberi 

kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola daeralmya sendiri. 
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Disadari atau tidak dalam menerapkan UU No.34/2000 sebagai 

pengaplikasian dari UU No.22/1999 mempunyai dampak yang negatif. Hal ini 

dapat kita lihat dari makin banyaknya pengusaha yang mengeluh akibat dari 

banyak "pungutan" yang terkadang saling tumpang tindih, yang pada akh:irnya 

rnenimbulkan high cost bagi pengusaha. Disamping itu, timbulnya konflik­

konflik kepentingan antar salu daerah dengan daerah lain dalam perebutan 

swnber pendapatan daerah yru1g cukup potensial. 

Timbul juga kerusakan alam akibat dari keinginan untuk meningkatkan 

potcnsi pendapalan asli daerah, tanpa menghiraukan kelestarian dan 

kesinambungan dari surnber daya lama tersebut. 

Khusus untuk Perne1intah Kabupaten Deli Serdang, hal ini tidak terjadi, 

karena: 

a) Setiap Perda tentang Pajak dan Retiibusi Daerah, telah dilak'ukan survey, 

pembahasan yang mendalam dari berbagai pihak dan instansi serta telah 

disosilasasikan kepada masayarakat wajib ~ntjak dm1 retribusi, sebelum 

dilaksanakan. 

b) Setiap Perda tentang Pajak dan Ret1ibusi Daerah, yang telah dilaksanakcu1 

telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tanpa 

mengabaikan falsafab otonorni daerah itu sendiri . 

Seclangkan datnpak kelnar dapat dilihat clari saling berlombanya setiap 

daerah khususnya Kabupaten/Kota untuk menggali potensi yoog dimilikinya. Di 

suatu sisi, bcrdampak pada persaingan yang sehat, tetapi di sisi lain dapat 

menimbulkan kecemburuan dan jurang pemisah yang cukup dalam antar satu 

daerah yoog potcnsi SDA-nya berlimµah dengan daerah yru1g lain yang minim 

SDA-nya. 

Pennasalahan yang rnungkin. dapat muncul adalah apakah Peme1intah 

Kabupaten Deli Serdang mempunyai cukup kemauan politik untuk rnengenakan 

suatu pajak secara efektif dru1 adil. Hal ini berkaitllil dengan keputusan baik 

mengenai tarif p~jak clan rehibusi daerah serta perbeclaru1 ruang lingkupnya. Teori 

"pembangmian dari bawa11" (development jiwn below) berpendapat 
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bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak dan retribusi kepada daerah 

karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudaban dan pembangunan di 

daerah mereka. 

Kebebasan untuk rnenentukan rnang lingkup, metode penilaian dan tarif 

pajak sendiri jebs akan rnendorong kebebasan dan fleksibilitas dalam 

pembiayaan kegialan Pemerintah Propinsi . Hal ini menimbulkim pertanyaan 

apakah penyerahm1 adrninistrnsi suatu pttiak kepada daerah dapat mengatasi 

perbedaan dalarn objek dan tarif antar daerah . 

S~jauh ini sistern pengaturan clan pemberian kewenangan pernungutan 

pajak dan retribw;i daerah sebagai salah satu Pendapatan asli Daerah masih 

mengacu pada "keseragaman". Padahal di lain pihak kewenangan itu tidak dapat 

dilaksanakan secara efektif, karena perbedaan geografis, budaya dan adat istiadat, 

agama, tingkat ekonomi dan faktor-faktor lainnya, yang semuanya mempengaruhi 

terhadap potensi objek pajak dan retribusi yang dimiliki oleh masing-masing 

Daerah. Misalnya, Daerah yang jauh dari pantai sudah barang tentu tidak dapat 

rnernungut pajak alas pelabihan perahu, pen1bikinan gararn dan pengangkutan 

garam antar Daerah, pajak atas penangkapan diperairan nmum di wilayahnya. 

dapat dikatakan bahwa pemberian kewenangan formal kepada Daera11 untuk 

memnngut berbagai jenis objek pajak, harus didasarkan pada potensi nyata objek 

paja:k yang dimiliki oleh Daerah yang be. sangkutan, bukan mengacu pada 

keseragaman dalam pengatnran dan pemberian kewenangannya. 

Untuk itu Pemerintah perlu melakukan pengamatan yang seksama atas potensi 

objek pajak r:\an retribusi yang dimihki Daerah-Daerah yang bersangkutan. 

Masalah tersebut muncul terutama apabila individu atau organisasi 

membayar pajak pada lebih dari suatu daerah. Dapatk,ih chharapkan seorang 

majikan · memotong dari gaji stafilya yang tinggal di berbagai daera11 atas 

perbedaan tarif PC\.iak dan retribusi daerah di daerah-daerah tersebut?. Tingkat 

kesulitan tersebut jelas menyangkut banya:knya jumla11 daera11, sejauhmana 

perbedaan tersebut dan soal-soal teknis dari administrasi pajak dan retribusi 

daerah. Hal tersebut harus menjactikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

rnernpunyai kemampuan administrasi yang efektif alas pajak dan retribusi 
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daerah. Tanggung jawab atas penilaian atau pemungutan pajak dan retribusi 

daerah tidak selalu bersamaan dengan kernudahan mernpe:roleh hasilnya. 

Penetapan dan pemungutan p~jak dan retribusi daerah pada akhimya, 

harus didukung dcngan sistem pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam 

mebayar suatu pajak dan retribusi seringkali dikenakan tinda.kan denda dalam 

bentuk persentase atas jumlah pajak yang terhutang. Sanksi apabila tidak 

membayar pajak dan ret1ibusi daerah dapat dikenakan dalam berbagai bentuk : 

1.Tindakan kriminal menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan 

hukuman penjara. 

2.Tindakan perda1a yang sama dengan pengembalian hutang pribadi yang 

dilakukan melalui penyitaan dan penjualan kekayaan. 

3.Penyitaan dan penjualan langsung atas kekayaan 

4.Menghentikan pdayanan misalnya mernutuskan pelayanan air rninum, telepon, 

air listrik,dll. 

Namun keuyataan yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) senng 

clijadikan sebagai salah satu tolak nkur untuk menetukan suatu daerah mampu 

atau tidak melaksanakan otonomi daerah, justru hanya berkedudukan sebagai 

"pelcngkap" bersama-sarna beberapa sumber pendapatan lainnya di Kabupatcn 

Deli Serdang. Politik alokasi keuangan yang diterapkan selama 21 talmn, dengan 

UU No. 5 Tahun 1974 cendenmg mempertahankan dominasi subsidi/bantuan dari 

Pusat. 

Kebijaksanaan tentang subsidi itu men11ng cukup bermanfaat bagi daeral1 

yang Sumber Daya AJa:m (SDA) dan Sumber Daya Manusianya (SDM) minim. 

Ta.mun bagi daerah yang SDA dan SDM-nya cukup potensial seperti Kabupa:ten 

Deli Serda:ng, pemberian subsidi itu justru mematika:n kreativitas ma:nusia 

pembai1I:,11mari di Kabupaten Deli Serdang. Persoalannya, dalam pelaksanaannya 

subsidi itu mernbawa konskuensi lain yang cukup memberatkan daerah karena 

diberlakukannya ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan khusus atas 

penggunaan subsidi pemerintah. Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

pada akhimya tidak lebih daii hanya sekedar pelaksana ketirnbang sebagai 
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suatu unit Pemerintahan yang sedikit banyak memiliki otonomi dalam mengatur 

dan mengurus rumah tangganya. Dengan ketergantungan daerah pada subsidi, 

sebenamya daerah telah pula "kehilangan" beberapa atribut keotonomian lainnya. 

Sementara peluang tmtuk berotonorni melalui PAD kecil sekali mengingat antara 

lain kurang memaclainya sumber PAD atau wewenang untuk menggali smnber 

PAD yang sebenarnya berasal dari daerah yang bersangkutan dan kemudian 

dikembalikan kepada daerah itu. 

Hal ini, apabila tidak disisiati dengan baik oleh daerah itu sendiri, maupun 

oleh sernua pihak clan kalangan tentunya berdampak pada terancamnya nilai-nilai 

persatuan dan kesatuan bangsa yang kita bina selama ini yang disebabkan oleh 

kebijakan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan otonomi yang terkesan 

"setengah hati", dan bisa saja hal tersebut bermuara pada pemisahan kedaulatan 

yang diakibatkan oleh rasa kemampuan suatu daerah untuk membiayai daerahnya 

apabila merdeka, dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk itulah diperlukan keaiifan dari semua pihak untuk memahami 

secara mendalam makna dari otonomi itu sendiri, kita bisa leluasa bertindak tetapi 

dengan batas-batas seperti yang telah tertuang didalam peraturan dan perundang­

undangan yang berlaku. 
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BABV 

PENUTUP 

Suatu sumher pajak menjadi menarik apabila Pemerintah Daerah 

memperoleb pendapatan dari sumber tersebut apakah memungut atau 

mengadministrasikannya atau tidak, atau menetapkan tarifuya. Unruk menilai 

potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria, yaitu : 

kecukupan dan elatisitas, keadilan, kemampuan administratif dan kesepakatan 

politis. 

Meskipun secara kuantitatif penerimaan Pendapata.11 Asli Daerah (PAD) 

dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai basil dari penerapan UU 

No.34 Talnm 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Deli 

Serdang menunju.kkan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD, namun 

kenaikan dimaksud belum optimal,karena masih menghadapi beberapa kendala, 

antara lain : 

a. Sumber daya rnanusia dan sistem infmmasi manajemen dalam penganggaran 

dan pengendalfan Pajak dan retribusi daerah cukup efektif. 

b. · Pengawasan terhadap realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, 

khususnya pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mememthi 

kew<~jiban telah diterapkan secara konsisten dan konskuen. 

c. Enterpreunership dan profesionalisme aparat daerah telal1 maksimal, 

sehingga telah ditemukan adanya daya inovasi dalam upaya ekstensifikasi 

pene1imaan p{\jak dan retribusi daerah. 

d. Masih adanya potensi sumber-sumber pajak dan retribusi daeral1 Kabupaten 

Deli Serdang yang masil1 ditanganj oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi. 
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Dikaitkan clengan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daernh, Implikasi Kebijakan yang timbul dari penerapan Undang­

Undang tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah : 

1. Penyempuruaan Sistem Imbalan Dan Partisipasi Wajib Pajak 

Darnpak yang jelas dari penerapan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah adalah timbulnya penggolongan pajak clan retribusi 

daerah yang disebabkan oleh sistern imbalan yang diberikan kepada pembayar. 

Pembedaan ini dapat rnempengarnhi tingkat partisipasi wajib p~jak , 

sekaligus menyebabkan rendahnya pencrimaan Pajak dan retribusi daerah. 

Berhasil tidaknya pcmungutan pajak dan retribusi daetah dipenearnhi oleh : 

a. Struktur perp~jakan dan retribusi serta tarif-tarifuya. 

b. Kemampuan aparatur perpajakan 

c. Keadaan sosial ekonomi 

cl. Kerjasnrna dari para wajib p<~jak 

Bentuk ke1jasama daii para wajib pajak adalah partisipasi wajib pajak 

melalui kepatnhan dari para wajib pajak. Tanpa adanya kepatuhan wajib pajak, 

bagaimanapun baiknya Undang-undang serta peraturan perpajakn dan ret.ribusi 

daerah, yang meskipun dilaksanakan oleh aparatur secar«1 profrsional, 

pelaksanaan pemungutan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. 

Dari segi :;osiologis, menurut pengarnatan peneliti, masalah perpajakan 

dan retribusi di Kabupaten Deli Serdang rnasih sarna dengan proses adopsi 

inovasi dalam suatu masyarakat. Hal ini karena rnasyarakat Kabupaten Deli 

Serdang pada khususnya, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki suatu 

pengalarnan pahil dalarn perpajakan. 

Beban pajak dar1 renibusi daerah yang senng kali mernberatkan 

masyarakat dan penggunaan basil pemungutan yar1g tidak transparan, lebih-lebih 

hanya untuk memperkuat kemarnpuan aparat, rnenimbulkan citra pajak di depan 

masyarakat Kabupaten Deli Serdang mernpakan salah satu surnber proses 

kemiskinan. 
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2. Peningkatan Prnfesionalirne A1>aratur 

Penerapan UU No. 34 Tahtm 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang tentu mengharnskan kesiapan 

aparatur yang profosinalisme, dengan didukung dengan struktur perpajakan yang 

baik. 

Kritik yang selarna ini terjadi adalah terhadap sistem pemungutan pajak 

yang selama ini ternyata sebagian besar dipcroleh dari analisis tcrhadap tingkah 

laku sctiap individu yang bisa rnendukung kebijakan dalam adrninistrasi 

perp'ljakan dan retribusi daerah. 

3. Penyempurnaan Materi Peraturan Dan Penmdang-undangan 

Dengan mengacu pada tolak tlkur perpajakan yang baik sebagaimana yang 

terkandung dalam UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta disesuaikan dengan kondisi rnasyarakat Kabupaten Deli Serdang, 

peneliti dapat memperhatikan tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Deli 

Serdang sudah 1ebih baik, rnaka sistem pe1mmgutan pajak dan retribusi daerah 

hams bergeser dengan membeiikan kepercayaan kepada masyarakat dengan 

menernpkan menghitung sendiri pajaknya. Atau dengan kata lain bergeser dari 

official assesmnet menjadi 

4. Perubahan Pradigma Kebijakan Pemcdntah Dacrah 

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan untuk menggali potensi yang ada 

di Kabupaten Deli Serdang, dimana dengan UU No. 34 Tahun 2000 dibuka pintu 

yang lebih 1ebar bagi Pemerintah Kabnpaten/Kota untuk menetapkan jenis pajak 

dm1 retribusi sesuai dengan situasi clan kondisi daerahnya. Tentwmya kebijakan 

ini dapat berakibat negatif apabila disalah m1ikan seperti misalnya membuka 

wilayah dengan rnengundang investor asing tanpa memperhitungkan kondisi 

sosial ekonomi penduduk loka1 dan membuat kehijakan perlindungan bagi para 

investor tersebut. Dampaknya dapat menimbulkan kemiskinan yang barn di masa 

depan. 
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Kesemua hal di atas, tidak akan berjalan dengan baik diakibatkan oleh 

terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 

sehingga kebijakan yang diambilpun tidak dapat maksimal menuntaskan 

pennasalahan yang ada, yang pada akhimya dapat menimbulkan "kekisrnhan" 

yang berlamt-larut. 

Dalam hal pemungutan pajak, dan retribusi daerah sebagai salah satu 

upaya memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Keterbatasan wewenang dalam 

mengambil kebijakan oleh Pemerintal1 Kabupaten Deli Serdang dalam 

menjabarkan UU ·No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab 

adalah merupakan hambatan. Misalnya dalam hal tidak efisiensinya pemungutan 

pajak yang disebabkan leh tingginya tarif pajak yang barn tidak dapat dilakukan 

dalam waktu yang relatif singkat, melainkan harus melalui proses dan 

memerlukan waktu yang sekaligus tidak efisien lagi. 
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